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ABSTRAK

Selain permasalahan yang secars konvensional dihadapi polisi
saat menghadapi kekerasan massa, dewasa ini telah muncul
masalah-masalah lain yang, dlakui atau tidak, menjadikan tugas
polisi semalkin berat dan kompleks. Salah satu penyyebab semakin
banyaknys permassaiahan polisi tersebut adalah lantaran semakin
diperhatikannys aspek hak-hak gsasi manusisa (HAM) dalam
seflap pekerjaan kepolisian. Tulisan ini memgparkan mengenad
berbagai permasalahan yang dimalksud.

PENDAHULUAN

Peran dan tugas Polri meng-
hadapi kekerasan massa se-

* Pertama kall dlbuat dan dipre-
sentasikan pada Pelatiban Lanjutan
TO0.T. bagl pare Instruktur Polrl
dalam Hek-Hak Asesl Manusla dan
Hulkum Humaniter, dlselenggarakan
oleh Lemdlklat Folri, dl Aula Selapa,
4 Agustus 2000. Untuk pemuvatan
delam jurnal Ini, telah dilakukan
penyuntingen yang signifikan
terhadap tullsan Ind.
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benarnys sudah teramat jelas,
sehingga, menjadi redundant
atau berlebihan bila mem-
bicarakannya, secara khusus.
Bayangkanlah, apa lagi yang
mau dibicarakan dalam tulisan
dengan judul “peran dan tugas
Polri dalam menghadapl keke-
rasan massa”.

Di atas kertas, peran
dan tugas tersebut adalah mela-
kukan pengendalian terhadap
aktivitas masss dan/atan mela-
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kukan penindakan (mulal darl
derajat lunak hingga keras)
sesuai dengan kewenangan
kepolisian yang dimiliki selaras
dengan eskalas] dinamlika
massa.

Dalam eksekusl peran
dan tugas tersebut, menurut
penulis, sama sekali tidak ter-
dapat perscalan hak asasi
manusia dalam hal massa yang
melakukan kekerasan (yang
secara lmplisit berarti telah
berbuat mulai darl perusakan,
huru-hara hingga mengakibat-
kan orang lain menjadl kor-
ban). Justru yang ada adalah
perscalan hukum. Kalaupun
kita mengambll pendekatan
HAM yang paling ekstrim yakmi
peletakan hak individual di atas
segala-galanya, malka halk indi-
vidual tersebut seharusnya
berhenti ketika terdapat kepen-
tingan publik yang tersentuh,
apalagi ketika ada aspek publik
yang telah terganggu (indi-
vidual rights stop when public
rights begin).

Namun demikian, diakul
bahwa menghadapi kenyataan
riill di lapangan ternyata jauh
lebih sulit. Apalagi bila kita
berkesempatan “memotret”
aneksa kekerasan masss yang
pernah terjadl maupun menilik
bagaimana akhir dari kasus-
kasus kekerasan tersebut. Da-
lam kaitan itu, penulis berpen-
dapat bahwa masalahnya
bukanlah terletak pada massa
dan perilakunya, melalnkan
terletalk pada polisi itu sendiri-
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Perilaku massa selalu
sama, yaknl: cenderung irra-
slonal dan destrukbif, tetapi
permasalahan polisi (police
problems) bisa berbeda-beda.
Adanya berbagai permasalahan
polisi itulah yang lalu menim-
bulkan perbedsan dalam peri-
lalu polisi meaupun akhir dari
kekerasan massa tersebut.

Lihatlah berbagai con-
toh perikut: suatu ketika, polisi
pernah amat tidak perduli
dengan HAM; maka keKerasan
massa selalu dilibas. Retika
polisi mulai dicengkeram keta-
kutan untuk harus bertindak
karens bisa-blsa dianggap
melanggar HAM, kekerasan
messa yang sama dibiarkan
berlanjut. Pada saat lain, khu-
susnya saat pantuan polisi
terlambat datang, kekerasan
massa diblarkan. Pada Kasus
lain, ketika perkuatan polisi
cukup, kekerasan sejenis dipu-
kul mundur. Eetika yang ber-
demo dan merusuh adalah pen-
dulkung fanatik kelompok aga-
ma, tertentu, polisi diam. Tapi,
ketika, yang melakukannya
adalah mahasiswa, polisi lang-
sung menggebrak dan akti-
visnya ditangkap.

ANTARA PROTEKSI DAN
PROMOSI1

Sebenarnya belum terlalu lama,
Polri sebagai organisasli mau-
pun personil-personilnya di
lapangan mulai menyadari ada-
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nya dua isu hak asasl manusia
ini. Maka cukup wajar bila
masyarakat sendiri kerapkali
belum sepenuhnya memper-
cayai apakah Polri tulus dan
bersungguh-sungguh dalam
mengimplementasikannya.
Isu proteksi pada da-
sarnya adalah aneka kegiatan
pemberian perlindungan (pro-
tection) bagi elemen-elemen
dalam publik terhadap kemmung-
kinan negara melakukan prak-
tek kekerasan (the practice of
state violence). Selaras dengan
itu, isu ini biasa diletakkan pa-
da level makro, yakni masya-
rakat sebagai entitas yvang
relatif lemah (vulnerable) dan
kerap menjadl sasaran eks-
ploitasi negdara yang secara riil
lebih powerful dan memiliki

legitimasi politik.
Sedang isu promosi
adalah aneka keglatan

menjunjung tinggi, memelihara
atan, setidak-tldaknya, mem-
perkenalkan (to promote) HAM
sebagai nilai, ide, kegiatan dan
pola hubungan (antar individu,
kelompok, masyarakat dan
negara). Berkaitan dengan itu,
isu inl berada pada level mi-
kro, yakni tertuju pada
Individu-individu yang akan
ataupun sedangd menduduki
jabatan-jabatan publik (yang
secara inheren memilili potensi
untuk menyalahgunakan je-
batan—abuse of power—salah
satunya dalam bentuk pelang-
garan HAND.

Bila. diaplikasikan da-
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lam konteks Polri mengaman-
kan kerusuhan massa, maka
persoalannya adalah bagai-
mana personil Polri dapat me-
lindungi HAM dari plhak-pihak
yang (akan) dirugikan menyu-
sul terjadinya kerusuhan na-
mun dengan c¢ara yang tetap
menghargal HAM pihak yang
melakukan kerusuhan.
Berkaitan dengan isu
proteksi, hingga kini Polri ma-
sih berada pada situasi ambi-
valen. Pada era Orde Baru mi-
salnya, Polri amat terbiasa de-
ngan peran selaku pelaku keke-
rasan dan kejahatan negara.
Dewasa ini, ketika jaman sudah
berubah, kebiasaan buruk polisi
selaku produsen kekerasan
yang sisternatis measih sering
muncul. Satu contoh, kekerasan
polisi terhadap masyarakat di
Porsea, Sumaters Utara mau-
pun di Bondowoso, Jawa Timur,
Kedua insiden tersebut terjadi
di tahun 2000 dan mengakibalt-
kan beberapa crang tewas.
Ambivalensi yang lain
muncul ketika, khususnya da-
lam konflik horisontal antar
kelompok masyarakat, polisi
harus berpihak demi melin-
dungi hak-hak asasi kelompok
tertentu yang secara faktual
lebih lemah, terpojok atau ter-
diskriminasi. Tidak terlatihnya
polisi menghadapi nuansa
warna konflik yang baru itu
(berhubung sebelumnya. polisi
lebih terblasa dalam posisi
“mengerjai™ masyarakat), men-
Jjadiken reposisi tadi belum me-
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rupakan sesuatu yang taktis/
strategis.

D] kalangan Polri, seta-
hu penulis, belum diadakan
simulasi-simulasi canggih
menghadapi aneka skenario
yang mungkin terjadi suatu
kali. Katakanlah, bagaimana
polisi harus mengamankan ke-
lompok yang berulah namun
terpojok, dan bagaimana pula
polisi harus mengendalikan
kelompok mayoritas namun
menyerang. Simulasi-simulasi
semacam inl penulis anggap
perlu agar Polri dapat mengge-
lar suatu pola tindak yang
kurang-lebih terstandarisasi
dan terukur bagi semua jenis
konflik di seluruh willayah In-
donssia, serta sekaligus mence-
gah Polrl terlibat habis-habisan
pada satu kasus sgja.

Adapun mengenai isu
promosi HAM, dapat dikatakan
polisi belum memperlihatkan
kinerja yang signifikan. Hal ind
bisa difahami mnengingat belum
luasnya pemahaman Polri
maupun personil-personilnya
perihal hakekat HEAM itu
sendiri dan kaltannya dengan
tugas-tugas kepolislan.

ANTARAMENBILARKAN DAN
MELAKUKAN

Secara mendasar, semua, orang
telah melepaskan sebagian hak
asasinya kepada negars selaku
pihak yang disepakalti bersama
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sebagal penyelenggara terpe-
nuhinya hajat hidup orang
banyak. Oleh karena itu, adalah
kewajiban negara dan semua
aparatnya untuk memenuhni hal
itu melalui kewenangan yang
dimniliki. Sejalan dengan itu,
adalah salah dan fatal bila
aparat negara tersebuf lalal
alias tidak melakukannya
karena satu dan lain hal.

Tindakan tidak melaku-
kan sesuatu itu kemudian di-
kenal dengan tindak pembiaran
(crime by ommission atau
delieta omisiones). Sesuai
strokturnya, maka seseorang
akan terancam delik inl bila
tidak berbuat sesuatu yang
memadai sebagalmana dimung-
kinkan dalam rangka jabatan-
nya. Jelaslah hal ini merupa-
kan pelanggaran atas hak
asasi orang lain. Bila, aparat
yang bersangkutan adalah
secrang pelaksana lapangan,
maka ia dianggap membiarkan
bila tidak bereaksi secarsa fisik
atas apa yang diketahulnya
tengah terjadl. Namun, bila
apara} yang dituduh melakukan
pembiaran adalah pemegang
kebjjakan (berartli dari level
yang lebih tinggi), maka ia akan
dianggap bersalah bila tidak
melakukan sesuatu berdasar-
kan kewenangan yang dimili-
kinya.

Berbeda dengan itu,
terdapat pula kejahatan karena,
melakukan sesuatu (orime by
commissiones atau delikta
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komisiones). Sesual namanya,
kejahatan ini mencakup aneka
perbuatan yang bersifat lang-
sung maupun tak langsung,
sendiri atau bersama-santa,
memerintahkan atau meng-
inspirasikan orang laln guna
melakukan sesuatu, yang ber-
akhir dengan terjadinya suatu
pelanggaran HAM.

Mengikut! pemikiran
berkaltan dengan kejahatan
karena pembiaran dan keja-
hatan karena melakukan ter-
sebut, dapat dikemukeken di
sini beberapa perspektif sebagal
berikut:

Pertamae, tuduhan keja-
hatan karena pembiaran mau-
pun karena melakukan tersebut
hanya ditujukan pada pelang-
garan HAM serius/berat. Sebe-
Narnya, bila dilihat isi darl Uni-
versal Declaration of Human
Rights, tidak ada hak asast
yang lebih kurang serius untulk
dilanggar daripada yang lain.
Namun, sejauh inl disepakati
bahwa, pelanggaran HAM se-
rius adalah bila ja berlangsung
sistematis, magif, tersebar
(widespread) tidak final
(maksudnya: melakukan suatu
perbuatan jahat demi tercapai-
nya tujuan yang lain) serta
tidak bersifat individual.

Kedua, tuduhan tersebut
mengimplikasikan adanya per-
tanggungdjawaban yang lang-
sung maupun yang tak lang-
sung. Hal ini berkaitan dengan
terdapatnya orang yang men-
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jadi aktor intelektual (Intelec-
tuele dader) yakni pihak yang
menginspirasikan suatu per-
buatan jahat maupun pelaku
langsung (materiele dader) dari
perbuatan jahat tersebut. Da-
lam hal ini, mereks yang mela-
kukan hingga mereka yang
berada pada posisi kemandan
dua tingkat di atasnya, dapatb
dikenakan pertanggungjawaban
langsung. Disamping itu, rmere-
ka yang menduduki posisi ko-
mandan tiga tingkat atav leblh
dl atas polisl yang melakukan
pelanggaran HAM dapat saja
dimintakan pertanggungan ja-
wab melalui jalan pemikiran
komisiones dan omisiones terse-
but.

Kotiga, pada suatu
tindak pelangdaran HAM, dapat
terjadi secara sekaligus tin-
dakan membiarken dan tindak-
an melakukan baik oleh anak
buah dan pimpinan. Hal inj di-
sebut delicta komisiones per
omisionem. Sebagai contoh,
pimpinan membuat suatu ke-
bjjakan yang menginspirasikan
agar anak buah membiarkan
suatu pelanggaran HAM terjadi.
Contoh lain, pimpinanlah yang
membiarkan anak buahnya
melakukan suatu pelanggaran
HAM tertentu. Salah satu
skenario Inilah yang terjadi di
Timor Timur pasca jajak pen-
dapat, September 1989 yang
lalu.
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ANTARA KETIDAKBERSE-
DILAAN DAN KETIDAKNAN-
PUAN

Suatu kegiatan kepolisian, da-
lam rangks menghadapl keru-
suhan massa sekalipun, adalah
suatu kegiatan pemilihan atas
sejumlah alternatif yang ter-
sedia. Kalagupun hanya terdapat
satu jenis kegiatan, katakanlah
untuk melakukan penegakan
hukum terhadap seseorang,
sebenarnya seorang polisi
masih dapat memilih untuk
melakukan diskresi kepolisian
dan melepaskan yang bersang-
kutan dari kemungkinan dipro-
ses lebih lanjut.

Jalan pikiran inl kemu-
dian dicoba-terapkan pada
kasus pelanggaran HAM khu-
susnya dalam konteks keru-
suhan massa. Yakni, bahwa
sebenarnya polisi memiliki se-
jumlah alternatif untuk me-
ngendalikan kerusuhan massa.
Ada kemungkinan, tindakan-
findakan yang sudah merupa-
kan pelanggaran HAM terma-
suk dalam sejumlah alternatif
yang dipikirkan untuk diambil
oleh polisi.

Keputusan polisi untuk
mengambil alternatif yang me-
langgar HAM itu selanjutnya
dapat dilihat sebagal ketidak-
bersediaan polisi untuk patuh
(noé to ecomply with) dengan
ketentuan-ketentuan HAM.

Diperkirakan, ketidak-
bersediaan polisi untuk patuh
mengingat adanya latar bela-
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kang sebagai berikut:

Pertama, timbulnya
persepsi yang salah tentang
HAM dan tugas polisi yang
secara mendasar merupakan
pelindung/penjaga HAM. HAM
dipersepsi sebagai penghalang
dan penghambat tugas-tugas
kepolisian. Ancaman HAM
dengan demildan tidak menjadi-
kan polisi tertangkal atan ter-
halang untuk tidak melakukan-
nya.

Kedua, pekerjaan kepo-
lislan tidak lagi dilakukan de-
ngan dingin, tenang dan profe-
sional tetapl telah sarat emosi
berbentuk letupan kemarahan
maupun felah dipenuhi ang-
gapan dan sikap yang negatif
(sepert! prasangka).

Ketidakbersediaan (un-
willingness) tersebut secara
substansial berbeda dengan
ketidakmarnpuan (unability)
polisi untuk patuh pada
ketentuan-ketentuan HAM.
Sesuai namanya, ketldakmarn-
puan untuk patuh tersebut
terkait pada adanya situasi/
kondisi dimana pemenuhan
ketentuan BAM berada di luar
kemampuan aparat (tldak
hanya polisi) yang diakibatkan
oleh satu atau lebih hal-hal
berilut ini:

Pertama, dalam suatu
kasus penyelidikan/penyidikan
pelanggaran HAM, pihak yang
bverwenang (dalam hal ini
Fomnas HAM maupun Kejak-
saan Agung) tidak berhasil
menemui orang-orang terkait,

JURNAL POLISI 3, 2001




atau dapat pula orang-orang
terkail tersebut ternyakta tidak
man bergaksi, demi penuntasan
kasus tersebut.

Kedua, lkut campur
atau terlibatnya pihak-pthak
lain dalam suatu kasus yang
mana pihak-pihak tersebut
memiliki perhatian dan ke-
mauan yang berbeda dalam hal
penghormatan terhadap HAM.

Ketiga, tidak cukupnya
informasi dan edukesi menge-
nai larangan yang berkaitan
dengan pelanggaran HAM
dalam pelatihan personil polisi
maupun pihak-pihak lain yang
terkalt dengan keglatan pena-
hanan, interogasi serta pemen-
Jjaraan.

Keempat, adakalanya
terjadl situasi-situasi khusus
yang menjadikan polisi secara
khusus ataupun aparat negara
secara umum tidak mampu
memelinhara Iimpartislity
(berada pada posisi netral).

ANTARA TIDAH PROPORSI-
ONAL DAN TIDAK DAPAT DI-
BENARKAN

Balah satu debat yang hampir
gelalu muncul dalam rangka
pengendalian kerusuhan massa
adalah, apakah tindakan ter-
tentu yang diambil polisi pro-
porsional atau tldak. Demon-
strasi damai, misalnya, tidak
gelayaknya dihadapi dengan
tindakan keras tanpa melalul
preseden berupa pemberi-
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tahuan tentang peningkatan
dergjat tindekan. Demikian
pula terhadap keadaan yang
tildak menguntungkan saat
menghadapi demonstrasl maha-
siswa berkaitan dengan peng-
hentian peradilan mantan pre-
siden H.M Sogharto, 10 Oktober
R000 silam, yang dalarn hal ini
dapat menjadi pelajaran yang
baik bagi polisi. Keduanya mem-
perlihatkan burukmya langkah
yang diambil polisi yang, ber-
hubung tidak mampu mengen-
dalikan diri, lalu berubah darl
awalnya kelompok pelumpuh
menjadl kelompok penganiaya.

Sebagian darl tindakan
vang tidak proporsional ter-
sebut akan menjadi unfustified
action (tindakan yang melang-
gar hukum) bila telah jatuh kor-
ban ateu adanya ketentuan
hukum yang dilanggar. Sebalilk-
nya, bila terdapat suatu tindak-
an atau kebijakan kepolisian
yang dapat dikategdorikan me-
langgar, maka hal itu tidak
selalu bermula dari suatu
tindakan yang tidak propor-
sional.

Tidak proporsionalnya
suatu tindakan, sering dikait-
kan dengan kecenderungan
anak buah mernperluas secara,
ekseslf suatu perintah. Se-
baliknya, suatu perintah dari
atasan tidak dapat dijadikan
pembenaran atau justifikasi
bagi diltakukannya suatu bentuk
pelanggaran HAM,

Salah satu contoh yang
dapat diketengahkan di sini
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adalah dalam hal penggunaan
teknik menekan tersangka da-
lam suatu interogasl (pressur-
ing the suspect) dan kemung-
kinan hal itu dilihat sebagal
suatu bentuk penganiayaan
(torturement) olen polisi. De-
mikian pula tindakan keras
dalam rangka membubarkan
kerumunan massa, dapat diper-
sepsi aebagal bentuk lain dard
torture juga. Hal itu dimung-
kinkan untuk terjadi mengingat
adanya ketentuan yang longgar
seperti tertuang dalam definisi
yang dipergunakan oleh Con-
vention Against Torture And
Other Cruel, Inhuman, Or De-
grading Treatment Or Punish-
mené (Indonesia meratifi-
kasinya dalam UU no. S tahun
1998) sebagai berikut:

Article 1: “... the term "tor-
ture” means any act by
which severe pain or suf-
fering, whether physical or
mental, is intentionally in-
flicted on & person for such
purposes ...”

ANTARA PENINDAKAN DAN
DISKRESI

Disadari bahwa aparat di la-
pangan, khususnya yang kerap
tercekam oleh ketidaktahuan
ataupun ketakutannya sendiri
terhadap aspek HAM (berikut
ancamannya), keputiisan untuk
menindak atan melakukan
diskresl kepolisian jelas
merupakan pekerjaan yang
sulit.
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Hal yang penting un-
tuk diketahui bahwa polisi
selaku penegak hukum memi-
liki landasan hulkum terhadap
perlindungan HAM maupun
penegakan terhadap kalangan
yang melakukan pelanggaran
HAM. Landasan hukum ter-
sebut adalah pasal 29 ayat 2
darl Universal Declaration of
Human Rights, sebagal berikut:

Article 89 sub 2: "In the ex-
ercise of his rights and free-
doms, every one shall be
subject only to such limita-
tions as are determined by
law solely for the purpose
of seouring due recognition
and respect for the rights
and freedoms of others and
of meeting the just require-
ments of morality, public
order and the general wel-
fare in g democratic society”

Jiwa dari pasal ini, semestinya,
menjiwai berbagal petunjuk
lapangan dau pgtunjuk teknis
perihal penanganan kerusuhan
massa, yang dikeluarkan Mabes
Polri. Dengan penguasaan
berbagai juklak dan juknis
tersebut, serta fleksibilitas
dalam penerapannya, maka
aparat di lapangan tidak perlu
ragu-ragu dalam memutuskan
melakukan salah satu dari dua
hat ini: entah melakukan penin-
dakan ataupun melakukan
diskresi kepolisian (untuk tidak
melakukan penindakan) tanpa
melanggar ketentuan omissi-
ones.
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Bila dikatakan bahwa
diperlukan fleksibilitas dalam
penerapan, itu berkaitan de-
ngan kemungkinan perkem-
bangan eskalasi dan dinamika,
massa yang sangatb cepat dan
tidak pasti. Maka, memang
diperlukan kemampuan (dan
keberanian) untuk memu-
tuskan apakah akan melaku-
kan penerobosan peraturan
demi kepentingan yang bersifat
lebih mendesak dan menyang-
kut kepentingan yang lebih
besar atau tidak.

Sebagai contoh, guna
mengatasl keadaan yang ber-
sifat darurab, maka prosedur
pemberian penembakan pe-
ringatan (hingga tiga kall) tidak
perlu dilakukan bila aktivitas
massa sudah amat mem-
bahayakan jlwa petugas mau-
pun orang-orang lain,
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PENUTUP

Isu-isu yang dikemukakan di
atas pada dasarnya merupakan
aneka masalah yang perlu
dipertimbangkan, dan seyog-
yanya merupakan batasan/
ukuran dalam bertindak, cleh
polisi.

Dari isu-isu tersebut
juga terlihat bahwa beberapa
Isu memiliki kesarmnaan, saling
terkalt dan dapat muncul se-
cara bersamaan pada satu ka-
sus pelanggaran HAM. Hal
mana menjadikan suatu kegiat-
an kepolislan (policing), khu-
susnya yang terkait dengan
pengendalian kerusuhan mas-
sa, semakin menjadi kegiatan
yang kompleks.

Kontak dengan penulis:
Tel./Fax. 62-21-8702225
HP. 0816-191-6576
BE-mail.
adrianus@makara.cso.ui.ac.id
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